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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian penting dari 

proses pembelajaran di perguruan tinggi, yang berfungsi untuk 

menjembatani teori yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dengan 

praktik nyata di dunia kerja. Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 

menargetkan agar mahasiswa tidak hanya memiliki landasan teoretis, 

tetapi juga keterampilan praktis, pengalaman interaksi dengan 

masyarakat, serta pemahaman tentang dinamika organisasi. Namun, 

realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan. 

Mahasiswa dihadapkan pada situasi yang kompleks, menuntut adaptasi 

cepat, kemampuan komunikasi, dan pemecahan masalah, yang 

terkadang tidak sepenuhnya dibekalkan melalui materi kuliah. Hal ini 

menegaskan pentingnya PKL sebagai sarana pembelajaran berbasis 

pengalaman yang mendukung kesiapan mahasiswa menghadapi dunia 

profesional. 

Salah satu program yang memberikan kesempatan tersebut adalah 

Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) yang diinisiasi oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai 

jurusan untuk mendukung pelaksanaan asistensi pelaporan SPT 

Tahunan, penyuluhan, dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. 
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Melalui kolaborasi antara DJP, universitas, dan tax center, RENJANI 

bertujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, 

sekaligus memberikan ruang pembelajaran bagi mahasiswa dalam hal 

keterampilan komunikasi, pelayanan publik, serta manajemen 

administrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). 

Kegiatan seperti memberikan layanan informasi, membantu wajib 

pajak menyelesaikan kendala teknis di DJP Online, serta mendukung 

kelancaran operasional Kantor Pelayanan Pajak (KPP), erat kaitannya 

dengan prinsip-prinsip manajemen seperti organizing, coordinating, 

service management, dan problem solving. Selain itu, literasi digital dan 

keterampilan interpersonal yang dikembangkan selama PKL juga 

menjadi kompetensi penting dalam bidang manajemen modern. 

Dalam praktiknya, wajib pajak orang pribadi masih menghadapi 

sejumlah kendala ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui 

DJP Online. Kendala tersebut meliputi kesulitan memperoleh Electronic 

Filing Identification Number (EFIN), masalah autentikasi melalui email 

atau nomor telepon yang sudah tidak aktif, kesalahan pengisian formulir 

elektronik, hingga kendala teknis seperti kegagalan sistem saat 

mengunggah dokumen. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan 

bagi wajib pajak yang kurang memahami teknologi digital maupun 

prosedur perpajakan. 

Di sinilah peran Relawan Pajak menjadi strategis. Relawan Pajak 

membantu memberikan pendampingan langsung kepada wajib pajak 
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dalam memahami prosedur pelaporan, mengatasi hambatan teknis, 

hingga memastikan data yang dilaporkan sesuai ketentuan. Bagi 

mahasiswa, pengalaman ini memberikan pembelajaran penting 

mengenai manajemen pelayanan publik, keterampilan komunikasi, dan 

praktik kepemimpinan di lapangan. Bagi KPP, kehadiran relawan 

mendukung peningkatan kualitas layanan, memperluas jangkauan 

edukasi, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

Berdasarkan hal tersebut, laporan PKL ini akan membahas kendala 

yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan 

melalui DJP Online, serta menelaah kontribusi peran Relawan Pajak 

dalam mendukung kinerja KPP Pratama Sidoarjo Utara. 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Untuk memperjelas arah serta hasil yang diharapkan, maka maksud 

dan tujuan kegiatan PKL dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Maksud Kegiatan PKL 

Berdasarkan pelaksanaan PKL melalui program Relawan Pajak 

RENJANI 2025 di KPP Pratama Sidoarjo Utara, maksud dari 

kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari praktik pelayanan publik dengan mendampingi 

wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui 

DJP Online. 
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b. Mengembangkan pemahaman praktis mengenai manajemen 

pelayanan dan administrasi di lingkungan instansi perpajakan. 

2. Tujuan Kegiatan PKL 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL, 

tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh pengalaman nyata dalam pelayanan publik serta 

melatih keterampilan komunikasi yang relevan dengan disiplin 

ilmu manajemen. 

b. Menghubungkan teori manajemen dengan praktik di lapangan, 

termasuk mengimplementasikan pengetahuan dari mata kuliah 

Perilaku Organisasi selama pelaksanaan PKL. 

1.3 Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki kegunaan yang signifikan, 

baik bagi praktikan, fakultas, maupun instansi tempat pelaksanaan. 

Melalui kegiatan ini, diperoleh manfaat yang dapat mendukung 

pengembangan akademik, peningkatan kualitas kelembagaan, serta 

perbaikan mutu layanan pada instansi terkait. 

1. Kegunaan PKL bagi Praktikan 

Adapun manfaat PKL bagi Praktikan adalah: 

a. Menambah wawasan dan pengalaman praktis di bidang 

perpajakan, khususnya dalam pendampingan wajib pajak dalam 

pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online. 
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b. Mengasah keterampilan komunikasi, analisis masalah, serta 

kemampuan adaptasi terhadap kendala teknis maupun non-

teknis yang dihadapi wajib pajak. 

c. Memberikan pengalaman kerja nyata yang dapat menjadi bekal 

untuk dunia profesional setelah menyelesaikan studi. 

2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul 

Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) 

Sedangkan bagi Fakultas Ekonomi UNUSIDA, kegiatan PKL 

ini bermanfaat sebagai: 

a. Menjadi sumber data dan informasi empiris yang relevan untuk 

mendukung pengembangan kurikulum, khususnya terkait 

pembelajaran perpajakan bagi mahasiswa manajemen. 

b. Mempererat hubungan kelembagaan antara fakultas dengan 

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Sidoarjo 

Utara, dalam rangka memperluas jaringan kerja sama. 

c. Memberikan bahan evaluasi mengenai kesiapan mahasiswa 

dalam menghadapi dunia kerja melalui kegiatan praktik 

lapangan. 

3. Kegunaan PKL bagi KPP Pratama Sidoarjo Utara 

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL bagi KPP Pratama 

Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut:  
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a. Membantu meringankan beban petugas pajak dalam 

memberikan pelayanan, khususnya pada masa pelaporan SPT 

Tahunan yang memiliki volume wajib pajak cukup tinggi. 

b. Memberikan gambaran langsung mengenai permasalahan yang 

dihadapi wajib pajak, baik dalam aspek teknis sistem DJP Online 

maupun faktor non-teknis, yang dapat dijadikan dasar evaluasi 

peningkatan layanan. 

c. Mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak masyarakat 

melalui pendampingan yang lebih personal dan responsif 

terhadap kebutuhan wajib pajak. 

1.4 Tempat PKL 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara merupakan 

salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

memiliki fungsi utama dalam melaksanakan pelayanan, penyuluhan, 

dan pengawasan perpajakan kepada masyarakat. KPP Pratama Sidoarjo 

Utara menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan administrasi 

perpajakan, mulai dari penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan (SPT), pelayanan registrasi, hingga pendampingan wajib 

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Keberadaan KPP 

Pratama Sidoarjo berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui 

pajak yang merupakan sumber utama APBN. Berikut data Lembaga 

tempat Praktik Kerja Lapangan: 
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Gambar 1.1 KPP Pratama Sidoarjo Utara 

Sumber: Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak 

 

Nama Instansi : KPP Pratama Sidoarjo Utara 

Alamat Instansi : Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. 

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 

Telepon : 031-8941013 

E-Mail : kpp.643@pajak.go.id 

Link Google Maps : https://maps.app.goo.gl/bJ6qGKvHw8Cz3t7Q6 

 

Pemilihan KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagai tempat PKL bukan 

merupakan hasil pemilihan langsung oleh praktikan, melainkan melalui 

mekanisme penempatan dari program Relawan Pajak untuk Negeri 

(RENJANI) 2025. Sebelum penempatan, praktikan terlebih dahulu 

mengikuti serangkaian seleksi yang dilaksanakan secara daring melalui 

laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil seleksi 

mailto:kpp.643@pajak.go.id
https://maps.app.goo.gl/bJ6qGKvHw8Cz3t7Q6
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tersebut, praktikan dinyatakan lolos dan memperoleh penugasan di KPP 

Pratama Sidoarjo Utara. 

1.5 Jadwal Waktu PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dalam beberapa 

tahapan yang meliputi tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap pelaporan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran yang 

berbeda, namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan kegiatan PKL 

secara menyeluruh. Dengan adanya pembagian tahapan ini, kegiatan 

dapat berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan 

ketentuan akademik maupun kebutuhan instansi. 

1. Tahap Pra Pelaksanaan 

Tahap pra pelaksanaan diawali dengan kegiatan pembekalan 

yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2025 di KPP Pratama 

Sidoarjo Utara. Kegiatan ini berbentuk edukasi perpajakan yang 

ditujukan kepada seluruh relawan pajak dalam program RENJANI 

2025 yang bertugas di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Melalui 

pembekalan ini, relawan pajak memperoleh pemahaman mengenai 

regulasi perpajakan terkini, mekanisme pelayanan, serta 

penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital. Hal ini penting 

sebagai bekal untuk menjalankan tugas pendampingan wajib pajak 

secara optimal. 

 

 



9 
 

 
 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan PKL berlangsung selama kurang lebih dua 

bulan, yakni sejak 10 Februari hingga 11 April 2025, bertempat di 

KPP Pratama Sidoarjo Utara. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap 

hari, melainkan mengikuti jadwal mingguan yang disusun oleh 

panitia dengan rata-rata frekuensi kehadiran 2-3 hari dalam satu 

minggu. Adapun pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam dua shift, 

yaitu shift pagi pada pukul 08.00-12.00 WIB dan shift siang pada 

pukul 12.00-16.00 WIB. Selama bulan Ramadhan, jam kegiatan 

mengalami penyesuaian, yaitu shift pagi pada pukul 08.00-11.30 

WIB dan shift siang pada pukul 11.30-15.30 WIB. Pola pelaksanaan 

yang fleksibel ini memungkinkan kegiatan PKL berjalan efektif 

sekaligus menyesuaikan dengan kondisi operasional instansi. 

Selain kegiatan reguler di KPP Pratama Sidoarjo Utara, 

praktikan juga mengikuti Layanan di Luar Kantor (LDK) pada 

tanggal 18 Februari 2025 yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan 

Buduran. Kegiatan LDK ini dikenal dengan sebutan “Pojok Pajak”, 

yaitu layanan jemput bola yang diselenggarakan oleh KPP untuk 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pojok Pajak 

memberikan asistensi pelaporan SPT Tahunan, konsultasi 

perpajakan, serta edukasi mengenai penggunaan aplikasi DJP 

Online secara langsung di lokasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, 

praktikan memperoleh pengalaman baru dalam memberikan 
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pelayanan di luar lingkungan kantor, sekaligus memahami strategi 

penyuluhan perpajakan yang lebih luas dan inklusif. Berikut adalah 

jadwal kerja praktikan selama melaksanakan PKL di KPP Pratama 

Sidoarjo Utara : 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktikan di KPP Pratama Sidoarjo 

Utara 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan dilaksanakan setelah kegiatan PKL selesai. 

Pada tahap ini, praktikan menyusun laporan tertulis yang berisi 

Hari/Tanggal Jam Kerja (WIB) 

Senin, 10/02/2025 12.00-16.00 

Kamis, 13/02/2025 08.00-12.00 

Jum’at, 14/02/2025 12.00-16.00 

Senin, 17/02/2025 08.00-12.00 

Selasa, 18/02/2025 08.00-14.00 

Kamis, 20/02/2025 12.00-16.00 

Selasa, 25/02/2025 12.00-16.00 

Rabu, 26/02/2025 12.00-16.00 

Senin, 03/03/2025 08.00-12.00 

Selasa, 04/03/2025 12.00-16.00 

Rabu, 05/03/2025 12.00-16.00 

Senin, 10/03/2025 11.30-15.30 

Selasa, 11/03/2025 11.30-15.30 

Kamis, 13/03/2025 11.30-15.30 

Kamis, 20/03/2025 08.00-11.30 

Jum’at, 21/03/2025 08.00-15.30 

Senin, 24/03/2025 08.00-11.30 

Rabu, 26/03/2025 11.30-15.30 

Kamis, 27/03/2025 08.00-11.30 

Selasa, 08/04/2025 08.00-11.30 

Rabu, 09/04/2025 11.30-15.30 

Jum’at, 11/04/2025 11.30-15.30 
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uraian mengenai seluruh kegiatan, pengalaman, serta temuan yang 

diperoleh selama melaksanakan PKL di KPP Pratama Sidoarjo 

Utara. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengacu pada 

pedoman yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas 

Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Selama proses penyusunan, laporan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar isi dan sistematika 

sesuai dengan standar akademik yang berlaku. 

Setelah laporan tersusun, praktikan mengikuti ujian atau 

seminar PKL sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh program 

studi. Dalam kegiatan ini, praktikan mempresentasikan hasil 

kegiatan PKL di hadapan dosen penguji serta memperoleh masukan 

untuk penyempurnaan laporan. Tahap selanjutnya adalah melakukan 

perbaikan berdasarkan arahan pembimbing maupun penguji hingga 

laporan dinyatakan layak. Laporan yang telah disempurnakan 

kemudian disahkan oleh dosen pembimbing, dosen penguji, ketua 

program studi, serta dekan sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian 

kegiatan PKL telah selesai. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan/Instansi 

 

    Gambar 2.1 Logo DJP 

Sumber: Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak 

 

KPP Pratama Sidoarjo Utara resmi dibentuk pada tanggal 27 

November 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

KEP-158/PJ./2007 (Ortax). Keputusan tersebut menetapkan 

pembentukan KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui pemecahan dari KPP 

Sidoarjo Timur. Sebelumnya, wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo 

Utara masih menjadi bagian dari KPP Sidoarjo Timur. Pemecahan ini 

dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi perpajakan di 

lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II dengan tujuan meningkatkan 

efisiensi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, KPP 

Pratama Sidoarjo Utara dipimpin oleh Kepala Kantor, Nanik 

Triwahyuningsih. Wilayah kerja KPP ini meliputi empat kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo, yaitu Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran, 

termasuk seluruh desa/kelurahan yang berada di dalamnya. 
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1. Visi dan Misi Perusahaan/Instansi 

a. Visi 

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik untuk 

menghimpun penerimaan negara yang Efisien, Efektif, 

Berintegritas, dan Berkeadilan melalui penyelenggaraan 

administrasi perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, 

Akurat dan Pasti. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan 

pelayanan yang berkualitas, pengawasan yang efektif, serta 

penegakan hukum yang adil,  

2) Menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan didukung 

dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta 

aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan inovatif.  

2. Logo Perusahaan/Instansi 

Logo Direktorat Jenderal Pajak memiliki makna bahwa bentuk 

luarnya yang rounded melambangkan sikap ramah dan fleksibel, 

sedangkan bentuk dalam yang kotak mencerminkan aturan yang 

tegas; dua bentuk identik dengan warna berbeda menggambarkan 

keadilan, sehingga secara keseluruhan logo merepresentasikan DJP 

yang bersahabat namun tetap kokoh dan tegas. Unsur warna biru 

untuk DJP dan kuning untuk wajib pajak mencerminkan sinergi 

keduanya dalam mendukung penerimaan negara, sementara gradasi 
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terang dan gelap melambangkan fungsi ganda DJP, yaitu pelayanan 

dan penegakan hukum. Makna tiap warna juga memiliki arti khusus: 

emas melambangkan kesejahteraan, kuning mencerminkan 

kemitraan yang bersahabat, biru melambangkan profesionalisme, 

dan biru kehitaman menggambarkan ketegasan. 

2.2 Struktur Organisasi & Job description 

Struktur organisasi dan job description memiliki peranan penting 

dalam suatu instansi karena keduanya menjadi pedoman dalam 

mengatur pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap 

bagian. Melalui struktur organisasi, alur koordinasi antarbagian dapat 

terlihat jelas, sedangkan job description membantu menjelaskan fungsi 

dan peran masing-masing unit kerja. Adapun struktur organisasi dan job 

description dalam instansi ini adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dari KPP Pratama Sidoarjo Utara 

adalah sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara 

 

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Utara 

 

2. Job description 

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, maka di bawah 

ini dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, 

yaitu: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal merupakan 

bagian yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung 

tata kelola organisasi agar berjalan efektif dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Bagian ini tidak hanya mengurus hal 

administratif, tetapi juga berperan dalam memastikan 

keberlangsungan operasional, pengelolaan kinerja, serta 

penerapan sistem kepatuhan. Adapun tugas pokok yang 

dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 

meliputi: 



16 
 

 
 

1. Mengelola urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

rumah tangga, dan kinerja; 

2. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian 

kepatuhan, dan manajemen risiko; 

3. Melaksanakan internalisasi kepatuhan; 

4. Menyusun laporan serta mengelola dokumen 

nonperpajakan; 

5. Memberikan dukungan teknis atas pelaksanaan tugas kantor. 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Seksi Penjaminan Kualitas Data berperan penting dalam 

menjaga validitas, reliabilitas, dan akurasi data perpajakan yang 

menjadi dasar pengambilan keputusan. Melalui fungsi analisis 

dan pengelolaan data, seksi ini memastikan bahwa seluruh 

informasi yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan 

serta mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan. Adapun tugas pokok Seksi Penjaminan Kualitas 

Data adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan data 

perpajakan; 

2. Melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data serta informasi perpajakan; 

3. Melaksanakan perekaman dokumen perpajakan dan tindak 

lanjut kerja sama perpajakan; 
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4. Menjamin kualitas data terkait kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi; 

5. Melaksanakan tindak lanjut atas distribusi data dan 

penatausahaan dokumen pembangunan data; 

6. Menyusun monografi fiskal; 

7. Mengelola administrasi produk hukum dan produk 

pengolahan data perpajakan. 

c. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan merupakan unit kerja yang berfokus pada 

pemberian layanan perpajakan secara langsung kepada 

masyarakat. Bagian ini menjadi garda terdepan dalam 

memastikan Wajib Pajak memperoleh hak dan memahami 

kewajiban perpajakannya melalui layanan yang transparan, 

cepat, dan berkualitas. Dalam rangka melaksanakan fungsi 

tersebut, Seksi Pelayanan memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan layanan 

perpajakan; 

2. Melaksanakan edukasi dan konsultasi perpajakan; 

3. Mengelola registrasi perpajakan serta penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan; 

4. Menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan 

permohonan, saran, dan/atau pengaduan dari Wajib Pajak 

atau masyarakat; 
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5. Melaksanakan pemenuhan hak-hak Wajib Pajak; 

6. Melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 

perpajakan; 

7. Mengelola administrasi penetapan serta penerbitan produk 

hukum dan produk layanan perpajakan. 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan memiliki 

tanggung jawab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak 

negara melalui pemeriksaan, penilaian, serta pelaksanaan 

tindakan penagihan. Bagian ini tidak hanya memastikan ketaatan 

Wajib Pajak, tetapi juga menjalankan peran strategis dalam 

menjaga kepatuhan fiskal. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan antara lain: 

1. Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan kegiatan 

pemeriksaan pajak; 

2. Melaksanakan penilaian properti, bisnis, maupun aset 

takberwujud; 

3. Melaksanakan tindakan penagihan, penundaan, dan 

angsuran tunggakan pajak; 

4. Melakukan penatausahaan piutang pajak; 

5. Mengelola administrasi penetapan dan penerbitan produk 

hukum pemeriksaan, penilaian, serta penagihan. 
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e. Seksi Pengawasan 

Seksi Pengawasan memiliki fungsi sentral dalam 

memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Melalui kegiatan pengawasan 

yang berbasis data, seksi ini berupaya meningkatkan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sekaligus menjaga kualitas 

kepatuhan. Untuk mendukung peran tersebut, Seksi Pengawasan 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan data 

pengawasan; 

2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut 

intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan 

pemetaan (mapping) subjek maupun objek pajak; 

3. Melakukan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, 

serta pengumpulan dan pengolahan informasi; 

4. Melaksanakan penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak 

lanjut data perpajakan; 

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan 

perpajakan; 

6. Memberikan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak; 

7. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak; 
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8. Mengelola administrasi penetapan dan penerbitan produk 

hukum serta produk pengawasan perpajakan. 

Selain bagian-bagian tersebut, dalam struktur organisasi KPP 

Pratama Sidoarjo Utara juga terdapat kelompok jabatan fungsional, 

seperti Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penyuluh Pajak. 

Kelompok jabatan fungsional ini berperan mendukung pelaksanaan 

tugas teknis di masing-masing seksi sesuai bidang keahlian dan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara merupakan 

unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki 

tugas utama memberikan pelayanan, pengawasan, serta penegakan 

hukum di bidang perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. 

Kegiatan umum yang dilakukan KPP meliputi pelayanan administratif 

perpajakan seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan 

produk hukum, hingga penanganan konsultasi dan edukasi perpajakan 

bagi masyarakat. 

Selain fungsi pelayanan, KPP juga melaksanakan fungsi 

pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dilakukan melalui pemeriksaan, verifikasi data, dan tindak lanjut 

terhadap potensi ketidakpatuhan. Dalam hal penegakan hukum, KPP 
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berwenang melaksanakan penagihan pajak, menerbitkan surat paksa, 

hingga melakukan lelang aset sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, KPP Pratama Sidoarjo 

Utara juga mendukung modernisasi administrasi perpajakan melalui 

pemanfaatan sistem digital, seperti penggunaan DJP Online dan layanan 

e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan. Pemanfaatan teknologi ini 

bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak, 

khususnya orang pribadi, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. 

Dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak mampu beradaptasi 

dengan baik terhadap sistem digital. Oleh karena itu, KPP Pratama 

Sidoarjo Utara secara rutin melaksanakan program edukasi dan 

asistensi, termasuk dengan melibatkan Relawan Pajak melalui program 

Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI). Program ini menjadi salah 

satu bentuk kolaborasi antara otoritas pajak dan mahasiswa relawan 

untuk membantu wajib pajak dalam memahami prosedur pelaporan SPT 

Tahunan, mengatasi kendala teknis penggunaan DJP Online, serta 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Dengan 

demikian, kegiatan umum KPP tidak hanya sebatas administrasi dan 

penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat 

wajib pajak melalui pendampingan langsung. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Bidang Kerja 

Bidang kerja yang dijalani praktikan selama Praktik Kerja 

Lapangan melalui Program RENJANI 2025 di KPP Pratama Sidoarjo 

Utara berfokus pada pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online. 

Tugas praktikan selama kegiatan PKL di KPP Pratama Sidoarjo 

Utara adalah sebagai berikut: 

1. Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770S 

Mendampingi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ≥ 

Rp60 juta per tahun. 

2. Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770SS 

Mendampingi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ≤ 

Rp60 juta per tahun. 

3.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan memiliki 

sejumlah tugas utama yang terkait dengan pendampingan wajib pajak 

dalam proses pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi DJP Online. 

Tugas-tugas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Memastikan Kelengkapan Data Wajib Pajak 

Tahap awal yang dilakukan praktikan adalah memeriksa 

kelengkapan dokumen dan data pribadi wajib pajak sebelum proses 

pelaporan dilakukan. Bukti potong pajak (Formulir 1721-A1 atau 

1721-A2) yang diterbitkan oleh pemberi kerja, khususnya untuk 

pelaporan menggunakan Formulir 1770 S. Identitas diri (NIK, 

NPWP), serta data keluarga, harta, dan kewajiban. Proses ini penting 

untuk memastikan bahwa data yang nantinya diinput ke sistem 

sudah sesuai dan lengkap. 

 

Gambar 3.1 Bukti Potong 

Sumber: Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak 
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2. Membantu Akses Akun DJP Online 

 

Gambar 3.2 Tampilan Laman DJP Online 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Setelah data siap, praktikan mendampingi wajib pajak dalam 

mengakses aplikasi DJP Online melalui laman 

https://djponline.pajak.go.id. Pada tahap ini, terdapat dua kondisi 

yang dihadapi: 

a. Wajib Pajak Baru 

Praktikan membantu melakukan registrasi atau aktivasi 

akun terlebih dahulu dengan menggunakan NPWP dan kode 

EFIN yang diterbitkan oleh KPP. 

 

Gambar 3.3 Registrasi Akun untuk Wajib Pajak Baru 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

https://djponline.pajak.go.id/
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b. Wajib Pajak yang Sudah Pernah Lapor 

Praktikan membantu proses login dengan menggunakan 

akun yang telah terdaftar, dengan catatan alamat email atau 

nomor telepon yang digunakan masih aktif, serta password 

masih diketahui atau kode EFIN tersimpan dengan baik. 

Setelah memasukkan NPWP dan password untuk login, 

akan dilakukan verifikasi melalui alamat E-mail atau nomor 

telepon. 

 

Gambar 3.4 Memilih Jenis Verifikasi Melalui E-mail atau 

SMS 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Selanjutnya praktikan memasukkan kode verifikasi yang 

dikirim melalui E-mail atau SMS. 
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Gambar 3.5 Memasukkan Kode Verifikasi 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

3. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Setelah akun wajib pajak dapat diakses, pilih menu Lapor lalu 

pilih e-Filing. 

 

Gambar 3.6 Memilih Jenis Pelaporan Menggunakan e-Filing 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Setelah itu praktikan mendampingi wajib pajak dalam 

melakukan pengisian SPT sesuai jenis formulir yang berlaku: 
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a. Formulir 1770 S 

Digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan dari satu 

pemberi kerja dan/atau penghasilan lain yang dikenai pajak 

final. Pada pengisian formulir ini, dibutuhkan bukti potong pajak 

dan detail data keuangan yang lebih lengkap. 

b. Formulir 1770 SS 

Digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan dari satu 

pemberi kerja dan jumlah penghasilan bruto di bawah batas 

tertentu sesuai ketentuan. Pengisian formulir ini lebih sederhana 

dibandingkan formulir 1770 S. 

 

Gambar 3.7 Pengisian SPT Sesuai Jenis Formulir 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Setelah seluruh data diisi, wajib pajak melakukan review untuk 

memastikan kebenaran pengisian. Selanjutnya, wajib pajak 

menerima kode verifikasi (token) yang dikirim melalui E-mail atau 

SMS, kemudian memasukkan kode tersebut untuk mengirimkan 

SPT. 
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Gambar 3.8 Memasukkan Kode Token untuk Mengirimkan 

SPT 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Setelah berhasil terkirim, sistem akan menampilkan Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT telah 

dilaporkan. BPE juga otomatis dikirim ke alamat E-mail wajib pajak 

yang terdaftar pada sistem DJP Online. Praktikan mengingatkan 

wajib pajak untuk mengunduh dan menyimpan dokumen tersebut 

sebagai arsip pelaporan di kemudian hari. 
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Gambar 3.9 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Melalui rangkaian tugas tersebut, praktikan tidak hanya berperan 

dalam mendampingi wajib pajak, tetapi juga turut memberikan 

kontribusi bagi KPP Pratama Sidoarjo Utara. Kehadiran praktikan 

membantu memperlancar proses pelayanan pada periode pelaporan SPT 

Tahunan, khususnya dengan memberikan asistensi langsung dalam 

penggunaan aplikasi DJP Online serta membantu meringankan beban 

petugas pajak. Selain itu, praktikan juga berusaha memberikan 

penjelasan sederhana agar wajib pajak dapat lebih memahami prosedur 

pelaporan, sehingga diharapkan mampu melakukan pelaporan secara 

mandiri pada tahun berikutnya. 
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3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di KPP Pratama 

Sidoarjo Utara, praktikan menghadapi beberapa kendala yang muncul 

selama menjalankan peran sebagai relawan pajak. Kendala tersebut 

berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan terhadap wajib pajak 

orang pribadi dalam proses pelaporan SPT Tahunan melalui sistem DJP 

Online. Adapun kendala yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam Menyampaikan Informasi kepada Wajib Pajak. 

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, praktikan mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan cara berkomunikasi dengan wajib 

pajak yang memiliki latar belakang, tingkat pemahaman, dan 

kemampuan teknologi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

menyebabkan proses penyampaian informasi terkait penggunaan 

DJP Online tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa wajib 

pajak tampak kesulitan memahami istilah atau tahapan tertentu 

dalam sistem, sehingga proses pendampingan memerlukan waktu 

lebih lama dan menuntut ketelitian dalam menjelaskan setiap 

langkah pelaporan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kelancaran 

komunikasi antara praktikan dan wajib pajak selama kegiatan 

berlangsung. 
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2. Kesulitan dalam Penyesuaian terhadap Sistem dan Prosedur 

Pelaporan SPT Tahunan Secara Online. 

Pada tahap awal kegiatan, praktikan mengalami kesulitan 

dalam memahami alur serta tahapan pelaporan SPT melalui sistem 

DJP Online, seperti proses login, aktivasi EFIN, penggunaan token 

verifikasi, dan pengisian formulir elektronik. Ketidakterbiasaan 

praktikan dalam menerapkan prosedur pelaporan secara langsung 

menyebabkan proses pendampingan kepada wajib pajak tidak 

berjalan seefisien yang diharapkan. Situasi tersebut menunjukkan 

adanya keterbatasan pemahaman awal praktikan terhadap 

mekanisme teknis yang diterapkan dalam sistem DJP Online di 

lingkungan KPP Pratama Sidoarjo Utara. 

3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 

praktikan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Sidoarjo 

Utara. Upaya tersebut dilakukan agar proses pendampingan kepada 

wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui DJP 

Online dapat berjalan lebih optimal. Adapun upaya yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam Menyampaikan Informasi kepada Wajib Pajak. 

Dalam menghadapi kesulitan komunikasi pada tahap awal 

kegiatan, praktikan berupaya menyesuaikan gaya komunikasi 
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dengan karakter wajib pajak yang beragam. Langkah ini dilakukan 

dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menghindari 

istilah teknis, serta menyusun urutan penyampaian informasi secara 

runtut agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Pendekatan ini 

dilakukan untuk menciptakan suasana komunikasi yang efektif dan 

tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang baru 

pertama kali melapor pajak secara daring. Menurut Tumanggor dan 

Kholil (2025), komunikasi yang efektif dalam organisasi publik 

menuntut kemampuan pegawai publik untuk menyampaikan 

informasi secara jelas, terbuka, dan menyesuaikan pesan sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

Melalui pengalaman tersebut, praktikan dapat 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, 

khususnya pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Dalam mata 

kuliah tersebut, praktikan mempelajari bagaimana perilaku 

individu, dinamika komunikasi, serta interaksi sosial dalam 

organisasi dapat memengaruhi efektivitas kerja sama dan 

penyampaian informasi. Pemahaman ini kemudian diterapkan 

secara nyata di lapangan ketika praktikan berinteraksi dengan wajib 

pajak yang memiliki latar belakang dan karakter berbeda. Praktikan 

belajar menyesuaikan gaya berbicara, membangun empati, dan 

menjaga sikap profesional agar komunikasi berjalan efektif. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Syahwan et al. (2023) yang menekankan 
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bahwa komunikasi adaptif berperan penting dalam meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak. 

2. Kesulitan dalam Penyesuaian terhadap Sistem dan Prosedur 

Pelaporan SPT Tahunan Secara Online. 

Pada awal pelaksanaan kegiatan, praktikan mengalami 

kesulitan dalam memahami sistem dan prosedur pelaporan SPT 

Tahunan melalui DJP Online. Untuk mengatasinya, praktikan 

mencatat setiap tahapan pelaporan, dan berdiskusi dengan pegawai 

pajak terkait fungsi serta alur sistem pelaporan. Hasil penelitian 

Sopiah dan Riyadi (2022) menjelaskan bahwa pemahaman 

terhadap sistem e-filing secara menyeluruh dapat meningkatkan 

efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan pelaporan yang 

dilakukan. 

Selain itu, praktikan juga memperkuat kemampuan teknis 

melalui pembelajaran mandiri dan diskusi dengan rekan relawan 

lain. Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar pengalaman dan 

menemukan solusi atas kendala teknis yang sering dihadapi wajib 

pajak selama proses pelaporan SPT. Pendekatan ini mencerminkan 

pentingnya literasi digital dalam menunjang kemampuan 

beradaptasi terhadap sistem pelaporan pajak berbasis teknologi. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Praskoco dan Widiatmoko 

(2025) yang menyatakan bahwa literasi digital dan efektivitas 
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penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

melalui program Relawan Pajak RENJANI 2025 di KPP Pratama 

Sidoarjo Utara, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 

1. Pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online masih menimbulkan 

kendala bagi sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi. Kendala 

tersebut muncul karena kurangnya pemahaman wajib pajak 

mengenai prosedur teknis, kesalahan saat pengisian formulir, hingga 

kendala teknis pada sistem DJP Online. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat literasi digital wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar 

dapat mendukung kelancaran proses pelaporan. 

2. Kehadiran Relawan Pajak dalam program RENJANI terbukti 

memberikan kontribusi nyata bagi KPP Pratama Sidoarjo Utara. 

Relawan Pajak tidak hanya membantu proses teknis pelaporan, 

tetapi juga memberikan edukasi sederhana kepada wajib pajak. 

Dengan demikian, keberadaan relawan mampu meringankan beban 

petugas pajak, khususnya pada masa puncak pelaporan SPT. 

3. Kegiatan PKL memberikan kesempatan bagi praktikan untuk 

memahami dinamika pelayanan publik dan berinteraksi dengan 

berbagai karakter wajib pajak. Praktikan juga dapat menerapkan 
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teori dari mata kuliah Perilaku Organisasi, sehingga teori yang 

dipelajari di bangku kuliah dapat langsung diterapkan dalam praktik 

pendampingan wajib pajak di lapangan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

berbagai temuan yang diperoleh, maka praktikan memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Saran bagi Mahasiswa/Praktikan 

a. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa sebaiknya 

mempersiapkan diri dengan mempelajari lebih detail prosedur 

pelaporan SPT melalui DJP Online. Hal ini akan mempermudah 

mahasiswa ketika mendampingi wajib pajak. 

b. Mahasiswa perlu terus mengasah kemampuan komunikasi 

interpersonal, karena setiap wajib pajak memiliki karakter dan 

sikap yang berbeda. Dengan komunikasi yang baik, proses 

pendampingan akan lebih efektif. 

c. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah hendaknya selalu 

dihubungkan dengan praktik di lapangan. Seperti pada mata 

kuliah Perilaku Organisasi, teori tentang komunikasi terbukti 

sangat membantu dalam menyelesaikan kendala di lapangan. 
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2. Saran bagi Fakultas Ekonomi UNUSIDA 

a. Fakultas diharapkan dapat memberikan pembekalan yang lebih 

intensif sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, terutama 

terkait pelayanan publik, literasi digital, dan teknik komunikasi 

persuasif. 

b. Perlu adanya forum evaluasi setelah PKL agar fakultas dapat 

mengetahui pengalaman, kendala, dan masukan dari mahasiswa 

maupun instansi tempat PKL. Hal ini akan membantu fakultas 

dalam memperbaiki kurikulum maupun sistem pelaksanaan PKL 

ke depannya.  

c. Fakultas diharapkan terus menjalin dan memperluas kerja sama 

dengan instansi terkait, sehingga mahasiswa memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan pengalaman PKL yang lebih 

beragam dan sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari. 

3. Saran bagi KPP Pratama Sidoarjo Utara 

a. KPP sebaiknya menyediakan jadwal konsultasi fleksibel di luar 

jam kantor, misalnya pada sore hari atau akhir pekan, agar wajib 

pajak yang memiliki kesibukan tetap dapat mengakses layanan 

dengan mudah. 

b. Mengurangi antrian panjang dengan menambah jumlah loket 

atau menyusun sistem antrian yang lebih efisien. Dengan begitu, 

proses pelayanan menjadi lebih cepat dan wajib pajak tidak perlu 

menunggu terlalu lama. 
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c. KPP juga dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi, 

misalnya melalui seminar, workshop, atau materi panduan yang 

sederhana dan mudah dipahami. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai 

prosedur perpajakan. 

4. Saran bagi Wajib Pajak 

a. Wajib Pajak sebaiknya lebih proaktif dalam mempelajari tata 

cara penggunaan DJP Online, sehingga pelaporan SPT dapat 

dilakukan sendiri tanpa selalu bergantung pada petugas pajak 

maupun relawan. 

b. Wajib Pajak perlu menjaga keamanan akun dengan memastikan 

email, nomor telepon, dan password yang digunakan dalam 

sistem DJP Online tetap aktif dan valid, agar tidak terjadi 

kendala saat login atau verifikasi. 

c. Wajib Pajak diharapkan menggunakan sumber informasi resmi 

dari DJP, baik melalui website, aplikasi, atau media sosial resmi, 

sehingga informasi yang diperoleh benar dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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Sumber: Admin Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 
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Lampiran 2 Surat Keterangan Magang dari Perusahaan/Instansi 
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Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan PKL 

      

     

Sumber: Data diolah oleh Penulis 
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Lampiran 4 Jadwal Kegiatan PKL 

 

 

Sumber : Buku Pedoman PKL 
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Lampiran 5 Daftar Hadir PKL 

 

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Utara 
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Lampiran 6 Penilaian PKL 

 

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Utara 
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Lampiran 7 Kartu Bimbingan PKL 

Sumber: Admin Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 
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Lampiran 8 Sertifikat Renjani 
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